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BUPATI BEKASE

Mer Imbang - A bahwa dalam upsyva mewujuikan keteriban umuam dan
ketenteraman masyarakat agar tercipta  setermteraman
ketertiban dan kenyamanan maka perlu adnya
pengauran di bidang keterfiban umasn vang mampl
melirdungimasyarakat di witayah Kabupaten Bekasi;

h bshwa penyelenggarasn kelediban umum dan
ketentraman magyarakal sevai Persiuran Perserintah
Momor 38 Tahoun 2007 tertang Pembagian  Urusan
Femermiahan antara  Pemernntzh.  Femerintahan
Caerah  Prowinsl dan Pemerintzhan Daaah
Kabupaten/Koda juncto  Perauran Dasrah Kabupaten
Bekast MNomor § Tahun 2006 tentang Urusan
FPemerntahan Kabupaten Behast, maka
penyelonggaraan  keteriiban dan  ketentrapan

masyarakat menjadi urusan pemenntahan yang wapb
dlaksanakan oleh Pamerintah Daerah;

¢ bshwa Peraturar Dagrah Nomor 4 Tahun 1988 tentang
Kahberathan Keidshan dan Keterbban sepasgang
peng@turan . mengers Ketertiban umum spdah bdak
seE0al ki dengan  perkembangan  kiadaan  dan
ketentuan peraturan perendang-Lndangarn;



hienginagst

d bawwa berdasarkan perfmbangan  sehagaimana

dmaksud pada hundf a huuf b dan hung ¢ diags
tnaka perik dtetapkan Penaturan Deerah  tentang
Keterfban Umum.

Fasal 18 ayd 8 Undang-Undang Dasar Negara
Republk mdonesia Tahun 1945

Undanglndang Momor W Taiwun 950 mentag
Embentukan  Daerah-daeah Kabupaten ddam
LingiinganPropin: st Diawa Barat @eia Nagara Tahun
1650) sebagaimana tetah dubah dengan Undang-
Undang Nomer 4 Tahun 1288 tentang Pembentulan
Kabupaen Purwskaria dan Kabupaten Subawg dengan
Mengubah Undang-Undang Momor 4 Tahun 1550
teriang  Pembentukan Daemh-Daemah  Kabupaien
Dalam Ungiungan Propinsi Djawa Basat (Lemban
Negara Pepublik bhdoneata Tahun 1958 Nomnar 31,
Tambahan Lembaran Nega@ Republik Indonesia
Nomor 2851):

Undang-Undang Nomar 22 Tahun 1954 tenlang. Undian:
jLembaran Negaa Nomor 75, Tambaban Lemipaian
Negara Republik Indonesia Nomor 263,

Umndang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tertang
Pengisnpulan leng atay Bamng (Lembaranr MNegara
Tahun 1251 Momor 214, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 2273}

Undang-\ndang Nomor B Tahun 1981 kentang Hulam
Acaa Pidana {{embaran MNegam Republik Indonesia
Tahun 881 Monor 78 Tambshan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 3209,

Undang-lUndang MNomor 4 Tahun 192  leniang
Parumahan dan Permukiman {Leinbarzn Negara Talun
152 Nomor 2. Tambshan Lembamn Megara Nomor
3469

Undang-iindang Nomot 27 Tahun 1989  feniang
Perubahan Kiab Undang-Undang Hukum Pidana yang
Berkatan dengan Keiahdan dan Keamanan Negaua
jLembaran MNegara Republk Indosssia Takwn 1989
Nomor 74 Tambaban Lembaran Megaa Repuhlk
indonesta Nomos 2850

Undang-Undang Nomo 36 Tahun 13989 tertang
Telelomunikas: Lembaran Negara Tafn 988 Nomor
128 Tambsban Lembatan Negara Momor 3881);

Unaang-Undang Nomor 38 Tahunt 1998 ientang Hak
Asam Manusia (Lembaran Negaa Repubkk Indonesa
Tahun 1999 Nomor 365 Tambahan Lembaran Negam
Republk Indonesia Nomor 38560,
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0. Undang-Undang  Momor 23 Tahun 2002 tentang
Perindungan Anak [Lembaran Negaa Republik
honesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negam
Republik hdonesia Nomor 42353

1. Undang-Undeng Nomor 32 Tahun 2004 lentasg
Pemefintahan Dasiah {Lembaran Negara Republi
Indoresia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indosesia Nomor  4437)
sebagaimana  telah “divbah belempa kali ierskhe
dengan Undang-Undang Momor 127 ahum 2008 tentang
Parubzhan Kecua atas UndangUndang Nomor 32
Tahun 2004 tertang Pemesintahan Deerah {Lembaran
MNegara Republk ndonesa Tabun 2008 Nomor 59,

Tarmbahan Lembaran Megaa Repubbk Indonesa
Nomor 4844

12. Undang-iindang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jdan
Lembaran Negara Fepublik Indowesia Tahun 2004
Momor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Irdonesia Nomor 4441);

13 Undang-lUndang Momor 13 Tahun 2006 tentang
Perindungan Saksi dan Korban (Lembaran MNegam
Repabfk Indonesia Tahun 2006 Nomor B4 Tambahan
Lerrbaran Megara Republk Idon=sis Nomm 44413

d_ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 ‘tentang

Admimistrasi  Kependudukan  Lembarman Negaa
Fepubkk Inderesia Tahun 20068 Nomor 124, Tembahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

15Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penataan Fuang Lembaran Megara Tahun 207
MNamor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725y

16Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengellaan Sampah (Lambaran Negaa Tahun 2008
Komor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

17 Undang-Undang Homor 10 Tahun 2009 tentang
Kepamwisataan (lLembaran Negara Tahun 2005 Nomol
11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856);

18.Undang-Lindang MNomor 11 Tahur 20609

lentang
Keseqahteraan Soshl ({(Lembsran Negara Tahun 2009
Nomoer 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967,

18 Undang-Undang MNomor 22 Tahun 2009 tertang Lalu
Lirkas dan Anglkdan Jalan [Lembaran Negara Repubilbk
Indonesia Tshun 2008 Nomor 96. Tambahan Lembaran
Negara Republik [»donesia Nomor S025;

20Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang
Pelayanan Publk gembaran Negara Tabun 2009
MNomar 112, Tambahan Lembaran MNegaa Nomor

B038);



21Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan  Perwakian Daerak d8n Dewsn  Perwakilan
Rakya Daerdh (Lembaran Megara Republik hdoness
Tamin 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negaa

‘ Republik Indonesia Nomor 50433,

2. \ngang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Fengelolaan Liegkungan Hidup (L embaran Nagara
Republik tndenesia Tahun 2009 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negarm Républik hdonesia Nomor 4688).

23lrddang-Undarng  Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Keschatan (|embaran Negaa Republik Indonesia
Tahun 238 Nomor W4}

24Undang-Undang MNomor € Tahun 2011 Fentang
Pembentuian Peraturmn Perundang-undangan
Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 82 Tambahan Lembaran Negara Repubik
ndonesia Nowwy 5432

25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Perefuran Pelssanaan Kitab Undang-undang-Hukumn
Acsra Pidana {Lembaran MNegam Republik hdoresio
Tahwn 1983 Momor 36 Tambahan Lembarn Negara
Fepubtk indonesia Nemor 3256);

26 Peraturan Pemetintah Nomor 78 Tehurt 2005 tentang
Pedorran Pembinaan dan Pengawasan
FPenyelenggaraan Pemenmtahan Daegrak;,  {Lemtharan
Negara Republk Irwionssa Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republk |ndoresia
Nomor 4593);

27FPeraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2087 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan antara Pamerintah,
Femernintahan Daemft Provingi dan  Pemasintahan
Caerah Kabupaten/Kota (Lembaran Megga Repubik
hdonesia Tahun 2007 Momor 82 Tambahan Lemmbhaan
Megara Republik Irdonesia Nomor 4737 -

28 Peraturan Pemanntah Nomor § Tabun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (lembaran Negara
Hepublik rdonesia Tahun 2010 Nomar 1312, Tambahan
Lambaran Megara Repubdik indonessia Nomor 4426,

28.Peraturan Pamenntah MNomor 8 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peratiran Dewan Perwakitan
Rakyd Daerah tentang Tata Terth Dewan Perwakilan
Fakyat [hersh (lembaran Negara Repubiik hdoiesia
Tahun 2010 Momor 22 Tambazhan Lembaran MNegara
Repubik indenesiz Homor S104);

30.Peraturan Menteni Dalam Neges Momor 54 Tabwn 2011
teniang Frosedur Tetap Satuan Polisi Famang Praia;



21 Peraturan Dasmh Kabupaten Daerah Trgkst i Bekasi
Nomor 4 Tzhun 1985 teniang Ketentuan Urnum
Kebersiban., Keindahan dan Keterfban Dalan Wiayah
Kabupaten Dati | Bekas;

*® Peraturan Daerah Kabupaten Bekas Nomor 10 Tahun
2002 termtang Perubahan Yang Keempod Kali Atas
Peraturan dastah Kabupaten Deerah Tngkal 1 Bekasi
Nemor T7/HK-PDITB. 131011984 tertang Larangan
Perbuatan Tuna Susfa Sert C Tahur 2002

A3 Peraturan Dasmh Kabupatén Bekasi Nomor 8 Tahun
2008 teatang Unean Pemarintaban Kabupaten Bakasi
iLembaran [Caersh Kabupaten Bekasi Tahun 2008
MNomor 6},

JPeraturan Daeah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun
2002 tentang Pasmbentukan Paratun Daarah
fLembaran Damah Kabupaten Bekasi Tahun 2009
MNomar 2

35 FPeraturan Daarah Kahypaten Bekasi Momar 7 Tahun
2004 termtang Omgansasi Perasgkat Casmah Kabupaten
Bekasi {embaran Dezrah Kabusgaten Bekasi- Tahun
2009 Nemar 7)) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabipaten Bekasi Nomor 4 Fahun
2011 tantang Perubahan atas Peratyan D grah Nomor

7Tahun 2009 tentang Organisas Perangka Daerah
Kabupaen Bekasi

36 Paraturan Dapiah Kabupaten Sekasi Nomor 3 Tahun

20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Famang
Daemh  Tahun 20052025 Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3;

37 Peraturan Diaerah Kabupaten Bekast Nomor # Tahun

201 ntang  Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bekasd Tahun 2011-2031  (lembaran
Dasrah Kabupaten Bekas Tahun 20111 Nomor W)

38 Peraturan Daerah Kabupaten Belasi Nomor 7 Tahun
2011 tentang  Penyelenggaram Administrasi
Kepesdudukan {Lembaran Taerah Kabupater: Bekasi
Tetiun 2011 Momor 7);

29 Peraturan Daerah Kabupaten Bekas: Nomor 2 Tatam

20 11 ertang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bekasi Tahum 2011 . 20M {lembaran Deerah
Fabtpaen BawEsl Tahun L0717 MOMOor i£).

40Peraturan Daemh Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pembiraan Pasar Tradisional dan Toko
Modem:;

41 Pargturan Dperah Kabupaten Bekasi Momoe 14 Tahun
2011 tentang Penyelefggamman Pelayanan Public



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMLITUSHAM -

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM,

BAB 1

KETENTUAN LIMEIM

Fasa 1

Dalam Peraturan Daerah imi yang dmaksud dengan:

1 Daemh adalah Kabupaten Belas
2 Pemerintah Daemah addah Pemenntah Kabipaten Bekasi
3 Bupah adalah Bupah Sakaal

4 Saluan keria perangkat daersh yang selanjuinya dissbut SKPD adalah SKPD di
lingkungan Pemenntah Daerah

5  Sauan Polisi Pamong Prag yang selanjutnya disingkat Sapaol PP adatah SKPD
di lingkungan Pamerstah Kabgaten Bekasi yang metrpunyal iugas pokok dan
fungs! di bidang keteriiban umum dan penegakan perduran daerah/peraturan
kepalz daeran

&  Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi

¥ Kdertban Urpm adalah suatu keadaan dmana Pemerintah Daersh dan
masyarakat dapat melakukan kegatan secarz teniram tertih teratur dan
marman

4  Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan memamen babwa
lugas/pekerjaan telah dilakukan sesual dengan reccana yang telah dtetapkan,
kehijaksanaan yang telah digariskan dan perintah @huran) yang dibesfan

8 Par nbi aja n adalah kegiatan yangdilakukan sscarzberdaya qunadan berhasid
guna demi terciptanya ketertiban umom.

W Jalsn adatzh prazambha ransportasi daat yvang mag ki segadn bagiae jakn,
termasuk bapgunan pelengkap dan periergkapanoya yang diperuntukan bagi
ialu lintas, yang berads pada permukasn tanah dibawah permukaan tanah
danfatau Fr, semta diatas pemukasn a2

1. Mendarzan Umum addah satisp kendarazn bemmotor yang disedakan unbuk
dipergunzkan aleh umum dengan dipunguthenaran
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Jabr Hijau adalah setap jalur yang terbuka sesuai rencana hota yaw
FerUniukan penatsan dan pengawasanya dilakukan okeh pemeintah dasiah

Taman adsiah sedidang tanah yang menupakan bagan dasi ruang terbuka hijau
kota yang mempuryai fungsi erenfu. dlata dengan serasi lestar dengan
manggunakan materal tanan, maienal buatan dan unswunsur dam dan
mampu meniad aea penyerapan air

Taman Pemakaman Umuwm adda b lokasi untuk mengubur jenarah masyarakat
umum  yang berada dbawah pengurusan  dan pengelokan  Pemerntah
Kabupaten Bekz! temmasuk yag pengurusarnya bekega sama derwyan
masyarakat setempd.

Tempat-tempat Umum adalsh samna yang diselenggarakan oleh Pemerirdah,
swasta ata: perseorangan yang digunakan uniuk kegidan bagi masyarakat,
lermasuk  didalamnya addah semua geding-gedung perkantoran  mikk
Femerintah dan Pemenntah Dazeh. geding-gedung  perkantoran umum, mall
dan pusat perbelanjaan,

Badan addah perseroan tethatas persercan komanditer, badan ussha mibk
Megara atau daerah, dengan nama dan beniuk apa pun, persekutuan fima.
kongsl, perkumpulan, kopa@s yayasan atau lembaga dan bentuk usaha fetap

Padagang kaki kma atau pedegang kestif lapangan vang selanjutriiyas destan
PKL adatsh sefiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangasn dan pasa
yang menempati terpattempat prasarana kota dan Gsdites unmuem balk yang
mendapat ijin dan atay tidek mandapat ffin dan Pemerintah Daersh sepegt
badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hilay taman bawah jembatan jembatan
petvebrangan dan lan sebagainya

Penyandang Maszdah Kesejahieraan Sodal {PMKS) adalah sesssoang atau
kelompok yang tickk dapat melaksanakan fumgsi sosaya secara wajan dau
kelompok yarg miskin, terpencil, ren Enzosial ekonomi.

Asidla addah perbuatan tidak bak yvang mengganogu ketertibam umum, antara
lan prostibusi, pomeaksi penudan, minwman keras penydah gunaan obat-obat
terlarang dan narkotka.

Parkir adilah terpat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk
menurunkan sarta menatkkan orang atau barang vang bersifat tidak seqera.

Taminal bayangan adaiah lokasi pada doaersh milk jaan yang dimanfaatkan
urtuk melaksanakan s=bagai fungs: lemminal ol=h orang pribadi atau badan
tmpa zin dan pemerintah dasrah.

22 H iburan adalah segada macam aiau jents keramaian. perfunjukan, permaman

dau segda benuk usaha yang dapat dinikmati cleh sefap oang Sengan nama
dan ddam bentuk apapun dmana uniuk mesonton serfa mendanatingg dau
memperngnakan fsiltas yang deediakan bak dengan dipungut bayaran
maupun tidak dpungut bayaran

Fenrinan addah pembenan legalitas kepada rang dau pelaku vsahafkegatan
tertenty, baik dalam bentuk jin maupun tanda dafiar usaha
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Pencemaran adalah alkba@t pembusukan pendebuan pembuangan sisasma
pengolahan dari pabrik, sambah minyak, atau asap akibat dan pembakaran
segda macam bahan kimia yang dapat mesmbukan kerusakan dan bemiampak
bu;.lc ferhadap lingwngan kesehatan umum dan kehidupan hewan atzgpun
nabiat,

Keadgan Danrat adalah suatu keadsan yang menyebabkan bak orang maupun
tAdan dapa melalukan tindakan tanpamemue B o kepada peidat yang

berwenang umuk mefakukan pencegahan, penanganan dan penyelsmatan atas
bahaya yanhg mengancam keselanatan jwa manusia

Paryidik Pegawal Negeni Sioll yang selmjulnya dmingkat PPNS adalsh Pejbal
Fegawai MNegeri Sipil terferfu yand dber wewenang dan kewaiban  untuk
metakukan penyidikan terhadap petanggaran Peraturan Daerah.

Saapa sodal adalsh fasiitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan
permukiman antera lain pendidikan kesehatan, pusat perbelanjaan dan naga,
pemerintahan thn pelayanan umum peribadatan, rekresst dan ketwidayaan,
olsh raga dan Bpangan terbuka, dan permakaman umum

S@oana Umum adaish bangunan-bangunan yang dibulutkan dalam setem
pelayanan kngkungan antara lein jalan jarpgan dr bersih. aringan stk
1anngan gas gnngan 1edepon emina angkutanbus " =heler
kabetrsihan/pambuangan sampah dan pemadam kebakaran

Kepentingan dhes adalabh  kepentingan yang terkatt dengan penyelenggaraan
pemerintahan sesua) derfan wgas pokok dan furssinya

Permukiman adalsh bagbn dan lingkungan hidup di luar kKawasana iindung
baik yang berpa kawasan perfolzan maupun perdesamn yang berfungsi

sehagai lingkungan tempeat tinggal 2tau linglungan humian dan tempa kegiatan
yarng mendukung perikehidupan dan penghidupan.

BAE Il
TERTIB JALAN AN ANGKUTAN JALAN

Bagtan Kesstu
Tertib Jalan
Pasal 2

Setiap pedan @k wajb borjalan di tempat yang g dilenlukan 2esoan dengan
katentuar peratuan perundangundangan

Sctap orang yang akan menyeberang j@lan wajip mengguhzkan saana
jerbatan penyeberangan atal rambu penyeberangan/zebra cross yeng teiah
disedakan,

Setiap orang yawg akan menggunakanmenumipsng kendarsan umum wajib
menunggu di hate atau empat pemberbentian yang telah ditepkan
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Setip pengemixdi  kendaraan umum wajib menunggu menaikan dandatay

menwrunkan ofang dandtau barang pada tempat pemberhentian yang telah
drerthukan.

Sebap kongaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jatan yang lelah
ditetapkan.

Setap orang alas badan  dlarang membuat rakit. keramba, dan angkutan
pemebarang lainnya di sepanjang jaiur kendaraan umum sungaiwater way

Pasal 3
Keamli dengan &in Bupali atau pejabat yang ditunjuk, sefiap orang atau badan
dhlarang ;
a  menup [alan;
b membuat atav memasang porta;
c membuat stau memasang tangaul jalan;
¢ membyat atay memasayg pintu penutup jEan;
e membuat, memasang memindshkan aay membual Bdak berfungsi rambu-

—

rambu lalu fimas:

roenuiup lenbosan sau putaran jatan

membongkar rolox dan memazang jalr penisak rambyramiu el Dias,
pulau-pulau ialan dan seeniEnya;

memoongkal, memotong mefusak atat membust tidak berfungsi pagar
pengamanan jalarn,

manggunakan bahu jalan {rotoar) bdak se=oar dengan fungsiny:;

melalukan parbustanperbuatan yang danat berakibat meartisak sehagian atau
seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan ldu lintas;

menempatkan benda danfatau barang bekas pada tepideps jalan aya dan jadan-
jalan umurn d ingkungan pesmukiman:

Pasal 4

Sedap omng atau badan dlarang.

a

mengangiut bahan berdebu dan bahar berbau busuk dengan menggurakan
gat anghutan yng terbuka

mengangkut bahan berbahays dan beracm bahan yang muodah terbakar
dan/atau bahan pemledak dengan menggunakan alat angkulan yang lerbuka

melakkan galian wurugan pematangan  fahan put and  fed) dan

menyelenggarakan angkitan tandh tanpa 1N Bupab atau Pejabat yang
cnLan Lk

Paxal 5

Sectiap crang sau badan dilarang memanhatkan nrang terbuka & baweh embatan
atau jaian Eyang kecudi mendapat in dari Bupat.



Pasgic

{1} Setiap oranp atay sekelompok orang yang tidak memiiiki kewenangan dilarang
melakukan pengaluran lau lintas pada persimpangan jalan fkungan atau
Putaran j@an dengan makswd mendapatkan imbalan jasa

(2) Setigp orang atau sekelompok orang yang tidak memlils kewenangan diarang
mefskukan pungutan uang terhadap kenda@an umum magpun  angkutan
harang

Pasal 7

Setin pengendaa kendaraan bermaoior ditarang membunyikan klakson dan wajib
Mengurang! kecepaan kendarmantya pada waktu melintas tempa ibadeh selama
ibadah berangsung, dan lembaga oeadikan aota rumah sakit.

Fasal B

(1 Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah 9 daian
kerwlaraan

(2 Setiap orang yang menumpang kendaraan urum diamng

membuang sampat;

membuarg kotoran permean kaet;
mehadah:

Merokok

B W

Pasal 9

Setiap orang dau badan dilarang memungut uang parkir di afansdan ataupen di
tempatternpat umumn, kecuak mendapa #in dan Bupat atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 0

(1) Sehap orang wajib memarkir kendaraan d tempat yang telsh diteriukan,

{8} Setizp orang atau badan dlamng menyelengoarakan dan‘ata)  mengatur

parparkiran tanpa zin Bupati aau pejabat yang dtunjuk.
BAB I
TERTIE JALUR HHAU. TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Fasal 11

Setsp orang @ badan dilrang :

a  memasuki atau berada dysur hijau star taman vang bukan untuk umum;
b melakuban perbuatan aau tindakan dengan alasan apapun yang dapet mensak

pagar jaur hijay, atau taman, beserta kelengkapannya;

c  betempai tinggal di jalur hijau taman dan empa-lempat SEnum;
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menyalahgunakan aau mengdinkan fungsi jalur hisu taman dan tempat.
tempat umir : e aﬂ

berdin danatau duduk pada sandaran jembatan dan pagar separgang jalan, jEur
hijaw, taman dan tempat-tempal umum; - A

melompati, aau menercbos Sandamn jembatan atau pagar sepanfang /efan,
jalur hijau, taman dan lempattempat urrum;

memoteng menebang pohan atau tanaman yang umbuh O sepanjang jalan
jakar hipg dan taman

barjonghkok dan berdn di ata bangku taman $&a membuang ssa permen karst
pada hangku taman,
BAE IV
TERTIE SUNGAI, SALURAN, KDLAM DAM KE| AUTAN
Bayan Kesah
Terbb Sungai

Fasd 12

Kecuali dengan Zin Bupati atau pejaba yang ditunjuk setiap orang atn badan
dilarang.

a

{1

()

(3

meambangun fempat honianftempat tinggal siau tempat saha d #as saluran
sungai dan bantarsn sungai 3erta di dgam kawasan sidu;

memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawsh atau melintasi saluran
suhga sata d ddam kawasan situ;

Bagmn Kedis
Tardih Kolzm

Pasal 13

Setigp crang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, memtuc pakzan,
kendarzan atau benda-benda danétau memandkan bewan di kolarr-kokan
kelangkapan kzindahan kaota

Sabap orang dlarang mengambil akr dari air mancur, kelam-kelam kelenglapan
keindahan kota dan tempat Bmoya yang seienis kecsali apabila hal ine
dilaksanakan okeh petugas intuk Xepertingan dnas

Setiap ofang dilarang memanfaatian air sungai wntuk kepentingan usaha
kecuah atas 120 Bupath atey pejabat yang diwnfui.



Bagian Ketiga
Tertib Salstan

Pasal 14

Setip orang alau badan dilarang mengambl, Mmemncahkan atau menssak tulup got.
selokan atau saliran lainnya serta komposen bangunan peiengkap jalsn kecyah
dilakukan oleh petugas untuk kepentingan diras

mn

2}

@)

(1}

ta

Bagan Kaempat
Tertty Kedauian
Pasal 15

Senap orang =stau badan dilatang menangkap kan dan hasi laut lamnya dengan
mengounakan bahan peksiak atzu bahanfalat yang dapd merusak kelestanan
lingkungan & peraran sungal dan lepas pantai

Setmp orang atau badan dlarang mengambit terumbu karang yang dapat
mensak kelesanan lingkungan biota laut di perairan lapas panta

Setap orang ataw badan darang membuang sampah imbah bahan berbahava
dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan lzut sebatas 4 (empat) mil laut

BAB W

TERTIB LINGKUNGAN

Fasd B

Setiap ©fang alau badan dilarang menangkap memelihara, membun,
matrperdagangkan atau membunuh hewan fertenfu yang jensnya dietapkan
dan dilindung: oleh letentuan peraturan penardang-urdangan

Setlsp pemik binatang pelharaan wajib menjaga hewan peliharsannya uniuk
tidak bekeliaran dilinghkurgan pamiukiman pertamanan den perkarsoman,

Pazall?

Setap orang atan badan dlaramg merusak hutzn mangrove

Fasal 8

Setap orang atay badan dilarang

d

b

membua, menjual dan mempmpan petasan dan sejensnya.
membunykan petasan dan sejerisnya kecual atas @in Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk



Pezal 19

Sefiap orang atau badan dlarang merrbangun dandétau bertemnpat tinggad di FiRgQH
dan di bawsh jdan fayang rel kereta apl di bawah jembatan tol aher hijal, taman
dan tempat Lum.

1

Paszi 20
Kecuali atas izin Bupati atauc pepbat yang ditunjuk sehiap orang atau badan dilarang
a.  mencaretcoret, menuis, melukis, menempel klan di dindisg atan di tembok,

jembatan ntas, jembatan perweberargan omang, halte kKang listrik, pohon
kendaraan umun dansarana umLm Lainnya;

b.  membuang dan menumpuk sanpah ¢l jaban jalur hiau taman, sungai dan
tempattempeat a0 yawg dapat merusak keindazhan dan kebersihan linglangan.

Pasal 24

(1} Sefigp penganbian air permukaan dan ar tanah unduk keperluan aIr minym
komersial industri peternakan dan pertanias, ingasi, pertambangan dan wruk
kepentngan lainnya yang beraifat komearsial hanys dapat dilaksanakan satelah
mendapat irin Bupat atau dari pejabat -gameg ditusjk .

{2} Jeniz Ein sebagamana dimakeud pada ayat (1) dietapkan sesuai ketentuaan
peraturan perundang-undangan

SAB VI

TERTIB TEMPAT AN LEAHA TERTENTU
Pasal X2

{1y Sehap orang atal badan yang ddam melakikan  kegiatan uSéhanya
rmenimbulkan dampak terhadap lingeungan wajib memiiki zn.

{2} Jenis b zebagamana dimaksud pada ayal (1} dietapkan sasea) kelentuan
paraluran perundang-Lindangan.
Fasal 3
Sebon orapg atau badan difamng berdagang berusaha di bagat jalanfraloar, hahe,
jembatan penyeberangan orang dan tempa temnpat untuk kepentikgan umum lainnya

Pasatl 24

() Bupati dapat menunjukfmenstapkan tempattempat yang dienfukan
sebagamana dimsksud dalam Pasal 23 sebagai tempat wsaha PKL

2} Sefiap PRL yang menggunakan tempatdempzt  sebagamana dimaksud pada
ayat [1)harus bertangouny javab tarhadap ketertiban kebersihan dan mesjaga
kesehatan linglomgan serta keindahan di sekifar tempat yang bersangiatan,



Pasal 25

Ss¥ep orangbadan dilwang melalukan usaha pengumpitan penampungan,
!:ﬁn‘faluran teraga kefja atar penpauh tanpa kin dari Bupai aau pepbat yang
tunjuk

Faszal 26

Sot@p orang atau badm difarang melakukan ussha dan mendidkan tempa kegigan
usaha yang menimbulkan pencemaran 2erta mengganggy keterliban umum.

BAB Wi

TERTIS BANGLNAN

Pasaf 7

Kecudi atas 2n Bupati atau pejabat yang dtunjuk astiap orang atau badan dlarang

a mendirkan bangunan atau benda ld@n yang menjulang menanam  atau
membizkan, tumbuh pohon atau tumbuhdumbuhan lain d dalbem  kenveasan
Ssluran Ldara Tegangan Ekstra Thggl (SUTET) pada radiug sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan;

b mendinikan bHhangunar pada ruang mifik j|@an, ruang milk sungatl, nuang milk gity,
tzman dan jJdwr hijau.

¢ mendriken bangunan d pigor ref kareta api dan di bawah jambatan kereta ape.

d Mendinkan bangunan, mengalih fungsikan dan memanfagikan saana fasilias
sogal {(fasos) dan fasiltas umum fasum)

Pasal 2B

1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menarafower komunikasi,
kecuali mendapat 2in dar Bupali #au pajabat yang ditunjuk

(@) Pemilipengeicla menarafiower komunikas! wajip menjarmin keamanan dan
kesalbmatan dan berbagai emungkinan yang dapat membahayakan denfatau
mengkan crang lan danfatau badan dandtau fungsi menaafower xomunikasi
tewsebt

Pasal 25
Sefigp orang atau badan pemiik bangunan atai nmah agar:
a memelham paga pekarangan dan memotong papar hidip yang berbatasan
dengan jgan;

b Membuwng bagian dan pohon, semak-semak dan wmbul-hembuhan yang dapat
mengganggd keamarsn danktau ketertban

[ memelimra dan mencegsh pengenssakan babu [dan adau totoar

12



BAE VI

TERTIB SOSIAL

Pasal 30

Sefap orang atau badan diarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan
secara sendiri-sendii dan/atau bersama-sama di jalan, pasar kendasan umum

ngkungan  pamukiman,  ruomsh  sakit,  sekolah kantor Baden Lizaha,
supermarkel™all, rumah makan stasion emminal, sBsiun pergisian bahan umum

\5PBU) dan stsmun pengisian bahan bakar slpiii {SPBE), tempat hiburan dan hotel,
kecimli atas Fin Bupsafi 2tau pejabat yang dituniulk

Paza 3

Setiap orang diarang ;

a  menjadi gelandangan, pengems, pengamen, dan anak jalanan ;
b mTynl:: omang lain unuk menad galandangan, pengemis, pengamen  dan
anak jalanan ;

member barfuan atau sumbangan bak sehagai pribadi atau kedompok kepada

gelandangan. pengemis. pengamen, dan anak jdanan pada tempatigmpat
LTI

Pasal 32

{1) Setiap ocang dilsranyg metakukan perbuatan asusia.

(2] Terhadap perbuatan asusila sebagaimana di maksud dengan ayat (1) dikenakan
cankss sebagsimana datur dalam Peraturan  Perundangan yang berdaku

Feraturan O[rasarah Kabupaten Bekasi yang mengatur mengenan  perbuatan
aEdsila.

Pasal 33

Sehap omng atau badan diarang menyedakan tempt dsn menyelepggarakan
segda bentuk undian dengan membevikan hediah daban bermtuk apapun kecuali

mendapat {fn dan Bupat atau pizbat yang diunjuk sesia dengan ketertuan
peraturan perundangmdangan.

BAS IX

TERTB SARANA PELAYANAN KESEHATAN
Fasal 34
Kecusli atas izin Bupdi atau pejabat yang dilunjuk, sehap orang afau badan ditarang -
8 menyelenggarakan danétau melakukan prkiek pengobatan Eadrsional,
b menyelenggarakan danfatau melakukan prakiek pengobatan ketratinan;
2

membuat, meracik, meqyimpan dan menjual cbatobat ilegal canfatau obat
palsu



BAE X
TEMP AT HIBURAN AN KERAMAIAN
Pacal 3B

hecuali atas kin Bupali atau pejabat yang dtunjuk setiap Qrang atau badan dilarang

8 menyelenggarakan tempd usaha hiburan

i menyelenggarakankemmalan wrium.

¢ Mmenyetenggaimkan permainan katangkasan vang bersifal komersial
lingkungan permukiman

BAB Xl
TERTE PERAN SERTA MASYARAKAT

Paxal 35

Setap arsng atau badan dilarang menempatkan ata; memasang lambang simbaol,
bendera, spanduk, umbul-umbu, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah

jerbatan, pagar pemisah jaan, jalan. jembstan penyeberangan hdte. temmmal,
taman, tiang liskik dan ternpat vMUM jainnys kecudll das 1N Bupati ataw pejabal
yang ditunjuk,

Pasal ¥
Setiap cang atau badan dilarang

a mensak prasamana dan sarana WWUM  pada  wakiu  bedangsungnya

pemyampalan pendapd. unjuk rasa danfata) pengerahan masss

b membuang bendabenda dangteu samra yang diqunakan pada  wakly
pemampaan pendapat, unjuk rasa, rapatiepat Umurn dan pengerahan massa
il jatan. |dur hiyjay 4an smpat umum ainmya

Pasz 38

Setizp orang alay bafddn yang menjadi pengsdoia/pemilk rumah! bangunanigedung
wajb memasang bendera nasional merah putih pada penngaian hari besar nasonal
pada waklil erisntu sasual dengan peraturan yeng berlaku

Pacal W

Setap oreng  yang bertempat tinggal dan menstap di witayah Kabupaten Bekast
waph memiiki administrasl kependudukan sesum ketentuan peraturan permdang-
undangan
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Fasal 40

Setiap orang yang berkunjung atau berimu lebih den 24 (saty kali dua puluh
empat) jam wajh relaporkan din kepada ketua Rukun Tetangga \T) setempat

g4 Al

=

PENER TIBAN DAN PENEGAKAN

Fasal &

Penertiban  dan penegakan terhadap penyelenggaraan  keterfiban  umum
sebagaimana diatur ddam Pergturan Yaerah  im diskzanakan oleh Satpal PP
dengan bapedoman pada ketertuan perguran perundandg-undangan.

Penertiban d&n penegakan sebagaimana dmaksud ayat (1) berupa

penngatan baik lisan maupun terulis:
penyelidkan dan panyidikan;
permndakan;

opeesl penerliban

B oew

BAB Xl
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Satpol P berkewssban menyelenggarakan pembinaan ketertiban wmun dalam
wilayah daerah.

Calam penyalenggardan penbinean sebagaimana dmaksod pada ayst (1),
Salpol PP mengoordnasikan pembinaan ketertban umuem dengan SKPD dan
instansi terkad di daerah

Fembinaan peryelenggarsan ketertiban umum di daesiah ditakukan antara lain
mdalui kegiatan ¢

2 sosalsas) produk hukumy;

b bimbingan penyuluban kepada masyamkat dan aparat; dan
¢ bimbingan teknis kepada aparat dan pejabal parangka! daseh.

Pasal 43

Satpol PP meiakukan pengawasan terhadap penyeiengaraan keleriban wmum
sebagaimana datur dalam Peraturan Daerah hi.

Pergfawasan dilakukan melalue kegpatan pemartauan, pelapoian dan evaluas

N
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BAB XiV
PERAN SERTA MASYARAKAT
W Fasal 44

Masyarakat berhak dan bertangqurg jawab untuk beperan sorta ddg
menciptakan kekrliban umum. .

Wljud paran serta masysrekal dapst berupa kewajiban uniuk melaporkan
kepada Ssipol PP apabila melihat mengetabui menermukan slau menduga
ieadinya perbuatan yarng nwlmggar  ketertban urmem, harus rels porkan
kepada peugas yang belwenang.

Jetiap orang atau badan yang Mebapokan sebagaimana dimakzud pada ayat (3
berhak mendapatican parindungan Hukum Sesogd dergan kelentuan perundang-
undangan

Felugas sebagaimana dimaksud rada ayat (1) wajib menmdakianiuti dan
Memroses secFa hukum terhadap laporan yang dissmpakan oleh orang atay
badan

PENYIDIKAN
Pasal &

Penyikk Pegawal Negeri Spil (PPNS} di lingkungan Pemeristah Daewmh diberi
kewenangen khusws uniuk melakikan  penyidkan  atas  Gndak pidar
pelanggaran sebagamana dimaksud ddam Peraturan Dassh ini.

Datam megksanakan tugas opefasional peryickan sesea dengan bidangmya,
Pejshat Penyidk Pegawai Neged Sipll (PPNS) di lingkungan omganisas:
perangkat daerah wajib berfoordinasi dengan Satpol PP

Dalam melbaksanakan bgas penyidikan para peiatat PPNS sebagairnans
dimaksud pada ayad (2) berwenang

a2  maenenma [poran aau pengaduan dan sesecrang tentargg adanya tindak
pidana;

b melalukan tind%an pertama pads saat du ditenpat ksigian  dan
melakukan pemeriksazn:

e menyuruh barhenti secrang tersanghka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

melakukan penyitaan bends atau surat;

mengambil sidk jari dan memolret orang lain/saseomang;

memanggil orang untuk didenga din diperiksa sebagal lersangka atau

saks|

mendatangkan orang ahli yang dperlukan ddam hubunganrya dengan

pemerbsaan perkarg;

a1~ =

da}

A



R mengadakan penghentan pervidkan setdah mendapat petunjuk bahwa
ti;laic terdapat cukup buli atau penstea temebit bukan m&n.ma:l:an tmdak
pidana dan selanuthya wemberitahukan hal besebut kepada penunht
umum, tersangka alau keiuarganys;

i mangadakan indakan [am  menuns Rk dhpat
dperfangaungjawabkan -

BAB Xwi
KETENTUAN PIDANA,
Fasd 46
(1)  Pelanggaran erhadap ketentuan sebagainanz diatur d alan Peraturan Gaerat)
trl _dlpin:lana dengan pidana kitrungan paling fama 6 (enam' hulan dau denda
paling hanyak sebesar Rp 50000000,00 #ma erduh juta rupiah)
(&) Tindak pidena sebagamana dmaksud pada ayd (1) addah pelanggaran
{3) Dalam hz| pelanggaran terhadap ketenuan sebagaimana dirnaksud pada ayd
{2 oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran dau kejahatan, maka
dipidana sesuai keterduan undang-undang yang berlaku '
BAB XVil
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Semus kebijakan daerah vang berkaitan dengan penyelenggaraan kelertban wrngm
yang ditetaphkan sebelum dietapkannya Pemturan Daesh i dinyatakan tetap
berlaku sepanjany tidak berientangan dengan Peraturan Daerah i,
BAE Xl
KETENTUAN PENUTUR
Passl 48
Fada saat Peraturan Daerah ini mulai berlalee. maka Peaturan Gaesrah Xabypaten
Bekssi Nomor 04 Tahun 1988 entang Ketentuan Umum Kebersihan Keindahan dan

Keteriban (Lembaran Caersh Kabupaten Bekasi Tahun 1985 Nomor 1 seri ¢
sopanang menganr mengensal keteriban dicabid dan dingstakan hdak beraka

Paza! &

Hai-hal yang belum diatur ddam Peraturan Daerah mi sepamnang yang menyangku
ieknic palaksanazma akan diatur lebih lanit olett Bupati

19



Fasal 50
Peraturan Daerah ini mulai bedaky pada tanggal diundangkan
_A;I;a setap orang mengatahui memernntshkan pengundengan Peraturan Dasrgh
it déhgen penempatannys daam | embaran Daersh Kabupaten Bakas:
O ietapkan ¢i Ciarang Fusat
pada tanggal 7 Agustus 2012

BUPATI BEXKASI
Td
MEMNENG HASANAH YASN

Diwwndangkzan d Gkarang Pusat
pada tanggal & Aguctus 2012

SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN BEKASE

V.
H ﬂmm
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